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Saefullah Serahkan APBD Ke

Kemendagrl

SEKRETARIS Daerah (Sekda)
DKI Jakarta Saefulah mengaku
belum mengetahui soal pelaks-
anaan hak Angket oleh DPRD DKI
Jakarta. Menurut dia, kini Pem-
prov DKI Jakartd telah mengirim-
kan kelengkapan berkas draf
APBD 2015 yang diminta oleh
Kementerian Dalam Negeri (Ke-

‘mendagri). “Yang dipersyaratkan

mereka (Kemendagri) kemarin,
hanya masalah teknis. Ada empat
yang sudah diperbaildi. Jadi hari
ini kita sudah lengkap dan disera-
hkan,” ujar dia usai rapim di
Balaikota, kemarin (16/2).

Ja mengatakan, kini menunggu
persetujuan Kemendagri setelah
Pemprov DKI melengkapi berkas-
berkas draf APBD DKI 2015.
"Harapan kita bulan ini. Seminggu
ke depan seharusnya sudah ya.

* Kita tunggu saja dari Kemendagri.

Ini sudah sesuai aturan mereka.
Ini persoalan teknis aja kok, kema-
rin karena ketidaklengkapan. Itu

lampiran-lampiran sudah dilen- .

gkapin. Gak ada masalah lagi,”
ungkap Saefullah.

Mantan Walikota JakartaPusat
ini memastikan mengirimkan ke-

lengkapan berkas APBD DKI 2015

yang diminta oleh Kemendagri. Ia
mengungkapkan, telah mengirim-
kan sebanyak empat bundel yang
berisi rekomendasi dari hasil si-
dang komisi-komisi di DPRD
DKI. "Sebetulnya apa yang dire-
komendasi dari setiap komisi yang
ditandatangani oleh komisi lapo-
ran kepada ketua DPRD, itu sudah
terakomodir;” ungkap dia.

Akan tetapi, sambung Saefullah,
Pemprov DKI tidak bisa menga-
komodir bila hingga satuan keti-
ga. "Kami mengacu pada surat
edaran dari Kemendagri bahwa
DPR pusat, DPRD tingkat satu
maupun tingkat dua tidak boleh
masuk pada satuan ketiga. Satuan
ketiga berisi program-program.
Gak bisa sampai ke situ. Jadi kalau

soal kebijakan, itu semua sudah
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Saefulah
kita tampung,’ tutur dia.

' PemprovDKI juga telah mengan-.

tongi rekomendasi dari Ketua
DPRD yang berisi usulan dari keli-
ma komisi di dewan. "Usulan yang
dibahas di kelima komisi sudah

kita tampung, masuk semua. Tapi,

sekali lagi tidak sampai kepada sa-
tuan ketiga,” beber Saefullah.

Saefullah menegaskan, Pemprov
DKI mengajukan surat ke Kemen-
dagri soal anggaran. Bahkan Ke-
mendagri tidakmempermasalahkan
soal penerapan sistermn e-budgeting
oleh Pemprov DKI. “Selanjutnya,
hasil rekomendasi dari Mendagn
akan kita sampaxkan kepada dewan.
Jadi tidak ada paripurnalagi. Gaada
masalah. Formatnya tidak ada ma-
salah,” pungkas dia. (wok)
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